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Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada urusan perpustakaan dan kearsipan. Dokumen ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025–2029 serta berbagai regulasi pusat yang mengatur perencanaan, perpustakaan, dan kearsipan. RENSTRA ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. 
Kondisi pelayanan menunjukkan bahwa perpustakaan dan kearsipan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat, belum optimalnya layanan [image: ]perpustakaan berbasis teknologi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kemampuan pengelolaan arsip yang perlu ditingkatkan. Di sisi lain, capaian kinerja sebelumnya menunjukkan adanya kemajuan pada pembangunan koleksi, penambahan jumlah perpustakaan, serta penguatan nilai kearsipan, namun belum menghasilkan peningkatan yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat.
Analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menghasilkan dua fokus utama, yaitu: (1) peningkatan kualitas layanan perpustakaan, termasuk perluasan akses dan transformasi digital, serta (2) penguatan tata kelola kearsipan melalui modernisasi sistem dan peningkatan kompetensi SDM. Untuk menjawab isu tersebut, ditetapkan sasaran strategis, antara lain meningkatnya kunjungan perpustakaan, meningkatnya persentase arsip statis yang terorganisir, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Program prioritas meliputi pengembangan layanan perpustakaan inklusif, penguatan layanan rujukan dan literasi informasi, pembangunan perpustakaan berbasis digital, pembinaan perpustakaan desa dan sekolah, pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang perpustakaan dan kearsipan. Pelaksanaan program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemerataan akses layanan, memperkuat budaya literasi, serta mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, aman, dan mudah diakses.
[image: ]Dengan tersusunnya RENSTRA ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur berkomitmen memberikan pelayanan yang inovatif, berkeadilan, dan berkualitas untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui literasi dan kearsipan.
































KATA PENGANTAR
[image: ]
	Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat disusun dan selesai tepat pada waktunya.
Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah Tahun 2025-2029. Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan rancangan akhir rencana strategis ini diharapkan dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD. Selanjutnya melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat menjabarkan komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam tataran konsistensi, sinkronisasi dan keberpihakan stakeholders terhadap Kabupaten Luwu Timur
Perumusan rancangan akhir rencana strategis ini dilaksanakan dengan harapan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selanjutnya melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur yang akan memberikan pedoman dan arah dalam merencanakan serta melaksanakan program/ kegiatan yang menjabarkan komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 5 (lima) tahun ke depan dalam tataran konsistensi, sinkronisasi dan keberpihakan stakeholders terhadap Kabupaten Luwu Timur.
	 

	
	


 
Guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara konsisten dan berkelanjutan, dalam proses penyusunan rencana strategis ini tidak terlepas atau tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029.
Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Strategis ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



							   	     Malili,       September 2025
[image: ]	Plt. Kepala Dinas,





	Drs. ASKAR, M.Si
	Pembina Utama Muda
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1.1 [bookmark: _TOC_250021][image: ]Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-Undang ini menjadi dasar bagi setiap  institusi untuk menyusun perencanaan yang terarah, sistematis dan terukur guna mendukung pencapaian tujunan nasional.
Dalam konteks daerah, perencanan pembangunan diatur lebih lanjut  melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Peraturan ini memberikan panduan teknis terkait penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen pembagunan daerah termasauk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Strategis (Renstra) sebagai bagian integeral dari RPJMD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi daerah selaras dengan visi misi kepala daerah. 
Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan upaya strategis dalam menjamin keberlangsungan perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Sebagai lembaga yang berperan dalam penguatan urusan perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten  Luwu Timur memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di bidang perpustakaan dan keasripan. Penyusunan Renstra ini disusun untuk merumuskan strategi yang relevan dalam menjawab berbagai hambatan dalam usaha penungkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan literasi masyarakat serta dalam usaha penguatan pengelolaan arsip dan informasi sebagai instrumen utama dalam transparansi dan akuntabilitas administrasi publik. 
 
[image: ]Penyusunan dokumen ini juga bertujuan untuk menjawab kebutuhan perencanaan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik ditingkat lokal, nasional maupun global. Renstra ini dirancang dengan pendekatan pastisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. 
Sebagai bentuk implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi, penyusunan renstra ini mengacu pada data dan informasi yang valid serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renstra sebelumnya dengan demikian Renstra tahun 2025 – 2029 diharapkan menjadi pedoman yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang.
Melalui dokumen ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan landasan hukum yang kuat dan pendekatan yang holistik, renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman yang strategis dan aplikatif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.

1.2 [bookmark: 1.2_Landasan_Hukum][bookmark: _TOC_250020]Dasar Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra Perangkat Daerah khususnya dan perencanaan serta penganggaran daerah pada umumnya adalah:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2.   Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
[image: ]3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10.	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
11.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
[image: ]12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 
13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
15.	Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Laporan  dan Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Berita  Negara  Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
17.	Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga  Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
[image: ]18.	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19.	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis;
20.	Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum, yang mencakup penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan;
21. 	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029;
21.	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
22.	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
23.	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
24.	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan Perpustakaan Daerah;
25.	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029;
27.	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044;
28.	[image: ]Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69).
1.3 [bookmark: 1.3_Maksud_dan_Tujuan][bookmark: _TOC_250019]Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud
	untuk menyelaraskan arah program dan kegiatan Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, strategi dan arah kebijakan baik pusat maupun provinsi dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah sebagimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029.
1.3.2 Tujuan
a.	Memberikan arah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.
b.	Sebagai pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan sampai dengan capaian indikator berorientasi pada hasil berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
c.	Sebagai tolak ukur evaluasi kinerja dinas dan jajaranya secara proporsional.
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[image: ]Sistematika penulisan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :
[bookmark: BAB_I_PENDAHULUAN_(1)]BAB I	PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis.
[bookmark: BAB_II___GAMBARAN_PELAYANAN_PERANGKAT_DA]BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran pelayanan PD, Mitra PD dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD jika ada, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan merumuskan isu strategis daerah;
[bookmark: BAB_III_PERMASALAHAN_DAN_ISU-ISU_STRATEG]BAB III	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
[bookmark: BAB_IV_TUJUAN_DAN_SASARAN]Bab ini memuat tentang tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi serta arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD
[bookmark: BAB_V_STRATEGI_DAN_ARAH_KEBIJAKAN]      BABIV PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA    PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
		Bab ini memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima tahun dan tahunan serta indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD


[bookmark: BAB_VI_RENCANA_PROGRAM_DAN_KEGIATAN_SERT]BAB V    PENUTUP
[image: ]    Bab ini berisi tentang strategi memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah



[bookmark: BAB_VII_KINERJA_PENYELENGGARAAN_BIDANG_U][bookmark: BAB_VIII_PENUTUP]
[bookmark: _TOC_250017]BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1 [bookmark: 2.1_Tugas,_Fungsi_dan_Struktur_Organisas]Gambaran Pelayanan
2.1.1 [image: ]Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi
2.1.1.1	Tugas dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :
I. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melasanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan daerahyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Pokok menyelenggarakan  fungsi :
a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perpustakaan;
b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang kearsipan
c. Perumusan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
II. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi ;
a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(1) [image: ]Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola adminstrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakn fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kepegawaian;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan dan Kepegawaian;
c. Pembinaan dan pengordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan Urusan Ketatausahaan, Administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakn fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam subbagian Umum dan Keuangan;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dalam subbagian Umum dan Keuangan;
c. Pembinaan dan pengordinasian pelaksanaan tugas dalam Subbagian umum dan keuangan; dan
d. [image: ]Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Bidang Perpustakaan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup seksi;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup;
c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup seksi;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

IV. Bidang Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Bidang Kearsipan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup seksi [image: ]Pembinaaan kearsipan;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup seksi Layanan kearsipan; dan
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

V. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing dan membentuk Koordinator. kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:
a) Pustakawan
b) Arsiparis


[bookmark: 2.1.2_Struktur_Organisasi]2.1.1.2 Struktur Organisasi


Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
[image: ][image: ][image: C:\Users\ASUS\Pictures\Screenshots\Cuplikan layar 2025-07-20 182409.png]







2.1.2 [bookmark: 2.2_Sumberdaya_Dinas_Perpustakaan_dan_Ke]Sumber Daya
Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal  yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia
Susunan kepegawaian sesuai dengan keadaan sekarang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :
Tabel. 2.1
Daftar pegawai menurut golongan kepangkatan.
	No	Golongan Kepangkatan
	Jumlah
	Status

	
1
2
3
	
Golongan IV/c, Pembina Utama Muda Golongan IV/b, Pembina Tk.I
    Golongan IV/a, Pembina
	[image: ]
1 orang
4 orang
        2 orang
	
PNS PNS
PNS

	4
	Golongan III/d, Penata Tk.I
	       7 orang
	PNS

	5
	Golongan III/c, Penata
	3 orang
	PNS

	6
	Golongan III/b, Penata Muda Tk.I
	4 orang
	PNS

	7
8
9
10
11
 
	Golongan III/a, Penata Muda
Golongan III/a. Penata Muda
Golongan II/d, Pengatur Tk.I
Golongan IX
Golongan V
	1 orang
6 orang
3 orang
4 orang
        3 orang
	PNS
CPNS
CPNS
PPPK
   PPPK

	 Jumlah                                                                                38 orang



Tabel. 2.2 Daftar pegawai menurut tingkat pendidikan.
	No
	Tingkat Pendidikan
	              Jumlah
	Status

	
1
2
	
Magister (S2)
 Sarjana (S1)
	
2  orang
             17 orang
	
PNS PNS

	3
       4
 5
6
7
8
	Diploma (D3)
SMA
Sarjana (S1)
   Diploma (D3) 
   Sarjana (S1) 
 SMA                                                                 
	   2 orang
       1 orang       
       6 orang
      3 orang
      4 orang
      3 orang
	PNS
PNS
CPNS
CPNS
   PPPK
   PPPK

	Jumlah
	
	            38 orang
	



[image: ] Tabel. 2.3
 Daftar pegawai menurut Peta Jabatan.
	No
	Jabatan
	           Jumlah
	

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
      10
      11
      12
     13
     14
     15
     16
	Kepala Dinas 
Sekretaris
Kepala Bidang
Kepala Sub Bagian
Pustakawan Madya
Pustakawan Muda
Pustakawan Pertama
Arsiparis Muda
Arsiparis Pertama
ArsiparisTerampil
Pranata komputer
Penelaah Teknis Kebijakan
Penata Layanan Operasional
Pengolah Data dan Informasi
Pengelola Layanan Operasional
Pengadministrasi Perkantoran
	                      1 orang
                      1 orang
                      2 orang
                      2 orang  
                       4 orang
                       2 orang
                       1 orang                  
                       4 orang                                 
                       3 orang
                       2 orang
                       2 orang
                       3 orang             
                       2 orang
                       4 orang
                       1 orang
                       4 orang
	

    





         
     

	
	
	
	

	   Jumlah
	
	                              38 orang
	



Tabel.2.4 
Daftar pegawai menurut Jenis Kelamin (Gender).
	No
	   Jenis Kelamin (Gender)
	              Jumlah
	     Status

	1

2
	Laki-Laki 

Perempuan

	5  orang
2  orang
             17  orang
                9  orang
        5  orang             
	         PNS 
       PPPK
         PNS
       CPNS
       PPPK

	Jumlah
	
	38 rang
	



2.1.2.2 Sarana dan Prasaran
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah memiliki sarana prasarana  yang bersumber dari APBD dan Pemerintah Pusat  yaitu PerpusNas sebagai berikut :



Tabel. 2.5
Sarana prasarana yang mendukung kegiatan perpustakaan

	Nama/Jenis Barang
	Jumlah
	Satuan

	· Mobil Perpustakaan Keliling
	3
	unit

	· Motor Baca
	1
	unit

	· Wifi
	100
	Mbps

	· Komputer PC
	16
	unit

	· Printer Card
	1
	unit

	· Printer
	9
	unit

	· Server
	1
	unit

	· Scanner
	2
	unit

	· Kamera
	1
	unit

	· Koleksi Bahan Bacaan
	34.733
	Buku

	· Tabloid luwu timur
	60
	Eks

	· Koran yang di langganan
	8
	judul

	· Meja baca
	8
	unit

	· Kursi baca
	48
	unit

	· Rak buku kayu
	11
	unit

	· [image: ]Rak buku besi
	3
	unit

	· Lemari kaca/etalase
	7
	unit

	· Meja reception
	3
	unit

	· AC sentral
	4
	unit

	· Kipas angin regency
	5
	unit

	· Locker besi / metal
	2
	unit

	· Lemari katalog
	1
	unit

	· Meja kerja ½ biro
	2
	unit

	· Paket software perpustakaan
	1
	unit

	· Paket software layanan perpus
	1
	unit








Tabel. 2.6 
Sarana prasarana yang mendukung kegiatan Kearsipan :
[image: ]
	Nama/Jenis Barang
	Jumlah
	Satuan

	· Mobil sadar arsip
	1
	unit

	· Komputer PC
	4
	unit

	· Server
	1
	unit

	· Paket software SIKPD
	1
	paket

	· Printer
	3
	unit

	· Depo arsip
	6
	Unit

	· Filling cabinet
	4
	Unit

	· AC sentral
	1
	Unit

	· Meja pengolah arsip
	2
	Unit

	· Rak Peta
	1
	Unit

	· Rak arsip ordner
	6
	Unit

	· Kelembaban suhu
	1
	Unit

	· Mesin pencacah kertas
	1
	Unit

	· Vacuum cleaner
	1
	unit




2.1.3 [bookmark: 2.3_Kinerja_Pelayanan_Dinas_Perpustakaan]Kinerja Pelayanan
Untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur pada periode sebelumnya (2021-2024) dapat dilihat melalui 2 hal, yaitu melalui hasil capaian kinerja dan melalui penyerapan anggaran. Dimana hasil kinerja ini kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya, yang kemudian menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan 5 (lima) tahun mendatang (2025-2029) sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih baik lagi dan mampu memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada periode sebelumnya dijelaskan sebagai berikut :
2.1.3.1 [bookmark: a._Pelayanan_Kearsipan.]  Capaian Pelaksanaan Urusan
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tujuan 2 (dua) tujuan yaitu Mewujudkan perpustakaan sebagai destinasi wisata dengan indikator Indeks pembangunan literasi masyarakat. dan Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kearsipan daerah dengan indikator 1. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, 2. Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.
Capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dijelaskan sebagai berikut:
1. Indeks Pembangunan LIterasi 
Capaian indeks pembangunan literasi tahun 2021-2024 sebagai beruikut:
Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten Luwu Timur  Tahun 2021-2024
	indikator
	2021
	     2022
	      2023
	   2024

	Indeks pembangunan literasi masyarakat
	-
	-
	0,05
	54,00
	0,1
	86,37
	0,15
	88,00


	Sumber :  bidang perpustakaan DPK, data diolah tahun 2025
		Dari tabel diatas, terlihat peningkatan IPLM menunjukkan keberhasilan upaya DPK dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Literasi tidak hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga pemahaman mendalam untuk menjadi nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada kontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
Capaian Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Luwu Timur Tahun [image: ]2021 – 2024 sebagai berukut:
Tabel 2.8 Capaian Pelaksanaan Urusan Kearsipan (Tujuan)
	Indikator
	2021
	     2022
	      2023
	   2024

	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	-
	-
	16,2%
	29,54%
	17,5%
	13,92%
	18%
	100%

	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional
	
	
	2,9%
	13,92%
	3%
	75,46%
	3,2%
	100%







3. Gambar 1.2 Capaian pelaksanaan Urusan Perpustakaan

	





	
	
[image: ]
Gambar 1.3 Capaian pelaksanaan urusan kearsipan
Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat mencapai target begitupun dengan Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional. 
2.1.3.2  Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Kepala Daerah mempunyai 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

Tabel 2.9 Capaian indikator kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2024 
	Sasaran Strategis
	Indikator
	Tahun

	
	
	        2021
	2022
	2023
	2024

	Meningkatnya literasi masyarakat
	Persentase peningkatan kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan
	     2,65
	5,04
	7,24
	3,86

	Meningkatnya arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
	50,2
	35,72
	77,85
	56,67












[image: ]
Gambar 1.4 Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2024

Persentase peningkatan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan karena tidak efektifnya mobil keliling ke lapangan.
Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik selama 4 (empat) tahun terakhir, pada tahun 2024 mengalami penyusutan karena adanya penilaian kembali terhadap arsip yang dianggap tidak memiliki nilai guna atau kesejarahan. Total arsip statis secara keseluruhan setelah dilakukan penilaian kembali sampai tahun 2024 berjumlah 2391 berkas yang ada di Depot Arsip.
2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
· Jumlah kunjungan ke perpustakaan
Jumlah kunjungan ke perpustakaan mengacu pada banyaknya pengguna yang datang ke perpustakaan, baik secara fisik maupun daring, untuk memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia. Data ini penting untuk mengevaluasi tingkat pemanfaatan perpustakaan dan kualitas layanan yang diberikan. Kunjungan perpustakaan adalah aktivitas pengguna (individu atau kelompok) yang mengakses perpustakaan untuk berbagai keperluan, seperti membaca, meminjam buku, mencari informasi, atau mengikuti kegiatan lainnya.
Untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan, perpustakaan dapat mengadakan program-program seperti: Lomba, Pelatihan gratis, Konser literasi, Pameran buku. Perpustakaan [image: ]merupakan tempat yang menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka. Perpustakaan dapat menjadi sumber informasi dan sarana belajar yang menyenangkan. Pada tahun 2020 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan sebanyak 15.596. dan pada tahun 2021 mengalami penurunan pengunjung karena pandemi covid -19 sehingga terealisasi hanya 8082 pengunjung dari target 12.000 pengunjung. Untuk tahun 2022 ada peningkatan pengunjung dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 15451 dengan target 12.200 pengunjung. Untuk tahun 2023 ada peningkatan pengunjung sebanyak 22.527 yang mana bidang perpustakaan melakukan inovasi (LaNjuT Dong), merupakan layanan antar jemput pemustaka / pelajar yang ada di wilayah kota malili untuk berkunjung ke Perpustakaan Daerah. dan untuk tahun 2024 dengan target 13.000 pengunjung ke perpustakaan  terealisasi 12122 orang.

Tabel 2.10 Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun
	No
	Uraian
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
1
	Jumlah kunjungan
ke perpustakaan selama 1 Tahun
	
Orang
	
15.596
	
8.082
	15.451
	22.527
	12122

	
2
	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
	
Orang
	

8000

	
12000
	12200
	   12500
	13000

	
3
	Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun
	Persen
	
1,94
	
0,67
	1,26
	1,802
	0,93


             	Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur 2025
 
· Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sangat beragam, mencakup buku fiksi dan non-fiksi, buku pelajaran, buku referensi, dan koleksi khusus seperti buku langka atau buku dengan edisi terbatas. Selain itu, perpustakaan juga dapat memiliki koleksi digital seperti e-book, jurnal elektronik, dan artikel ilmiah.
Pada tahun 2020, Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan terkait jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah, dan dihasilnya : 1. jumlah buku dalam keadaan baik 20.483 buah buku, 2. jumlah buku yang rusak 737 examplar. Peminjaman oleh organisasi-organisasi, sekolah dan desa sebanyak 1.777 buah buku, peminjaman perorangan sebanyak 402 buah buku. Pengadaan buku 100 judul dan 463 eksamplar sehingga jumlah koleksi yang ada pada tahun ini sebanyak 23.864 eksamplar dengan 9.946 judul. Pada tahun 2021 penambahan dari pengadaan buku sebanyak 468 judul 1.822 eksamplar, ada peningkatan jumlah koleksi di perpustakaan daerah menjadi 10.411 judul 21.600 eksamplar. Dan pada tahun 2022 ada penambahan sebanyak 13.262 judul dan jumlah buku sebanyak 24.999  eksamplar.. Untuk tahun 2023, ada penambahan dari pengadaan buku sebanyak 262 judul sehingga bertambah 14.361 judul dan jumlah koleksi sebanyak 27.076 eksamplar. dan pada tahun 2024, pengadaan buku lewat DAK dan APBD ada penambahan 1953 judul dan jumlah koleksi sebanyak 3.983 sehingga [image: ]menjadi 16314 judul dan 31.059 eksamplar.

Tabel 2.11 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
	No
	Uraian
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
1
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah
	
Judul
	
9.946
	
11695
	13.262
	14.361
	
16314

	
2
	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah
	
Buku
	
23.862
	
21.600
	24.999
	27.076
	

31059

	
3
	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
	
%
	
41,68
	
54,14
	53,05
	53,03
	
52,52


                         Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur 2025

· Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk, yang biasanya dikalikan dengan 1000 untuk menghasilkan rasio per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses perpustakaan bagi penduduk di suatu wilayah.
Sampai dengan tahun 2024 ada penambahan 81 unit perpustakaan sehingga menjadi 381 unit perpustakaan sekolah maupun sekolah di Kab. Luwu Timur dan dapat dilihat pada tabel :
Tabel 2.12 Rasio perpustakaan persatuan penduduk
	No
	Uraian
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Jumlah perpustakaan
	Unit
	336
	339
	353
	353
	381

	2
	Jumlah penduduk
	Jiwa
	
302.975
	304.405
	308.530
	311.062
	323.422

	
3
	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
	
Rasio
	1,11
	1,11
	1,14
	1,13
	1,17


       Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur 2025
 
· Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun
[image: ]Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti lokasi, jenis perpustakaan (umum, sekolah, universitas), dan fasilitas yang tersedia. Tidak ada angka pasti yang berlaku untuk semua perpustakaan. 
Dan untuk tahun 2024 dengan target 13.000 pengunjung terealisasi 12.122 pengunjung, jumlah pengunjung tidak mencapai target karena padatnya kegiatan dan SDM yang minim sehingga untuk layanan mobile keliling tidak maksimal. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 2.13 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun
	
No
	
Uraian
	
Satuan
	Tahun

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
1
	Jumlah Rata Rata
Pengunjung Perpustakaan/Tahun
	
Orang
	
11.962
	
8.082
	15.451
	22.527
	12122


     Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur 2025

· Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Jumlah koleksi judul buku di sebuah perpustakaan dapat bervariasi tergantung pada jenis dan skala perpustakaan tersebut. Secara umum, perpustakaan yang baik idealnya memiliki setidaknya 1.000 judul buku
Sampai dengan tahun jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah 16.314, jumlah ini bertambah dari pengadaan buku yang berasal dari dana DAK, APBD dan sumbangan buku dari stakeholder. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:




Tabel 2.14 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
	No
	Uraian
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan
daerah
	
Judul
	
9.946
	
11.695
	13.262
	14.361
	16.314


Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur 2025


· Jumlah pustakawan tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikasi
Dalam konteks perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis, dan penilai perpustakaan memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Pustakawan adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, sementara tenaga teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan secara teknis. Penilai perpustakaan, di [image: ]sisi lain, bertugas mengevaluasi kinerja dan mutu perpustakaan.
Sampai dengan tahun 2024 ada perubahan terkait jumlah pustakawan, tenaga teknis dan untuk penilai belum ada yang memiliki sertifikat dan dapat dilihat pada tabel berikut :

               	Tabel 2.15  Persentase Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat
	
NO
	
Uraian
	
Satuan
	Tahun

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Jumlah pustakawan tenaga teknis,dan penilai yang
bersertifikat
	Orang
	3
	5
	5
	7
	7

	2
	Jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis,dan penilaian

	Orang
	16
	14
	15
	11
	11

	3
	Jumlah pustakawan tenaga teknis,dan
penilai yang memiliki sertifikat
	%
	18,75
	35,71
	33,33
	63,63
	63,63


           Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur 2025


· Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku 
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku.Dalam Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah dokumen kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Massa dan Perorangan. Terkait dengan fungsi dan kegunaan arsip yang sangat strategis, penting dilakukan pembinaan penataan, pengelolaan arsip dengan baik agar mudah diakses dan di pergunakan oleh yang berhak. 
Untuk capaian kinerja telah dilakukan penerapan arsip dengan melakukan pembinaan arsip kepada pengelola OPD dan desa/Kelurahan. Untuk perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku telah mencapai target yaitu 40 perangkat daerah dan tahun 2024 lebih ke pendampingan pengelolaan arsip pada perangkat daerah. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip   
[image: ]                  Secara Baku
	 No
	Uraian
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
1
	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip
secara baku
	
OPD
	
34
	
5
	39
	40
	0

	2
	Jumlah perangkat daerah
	OPD
	39
	39
	40
	40
	0

	
3
	persentase perangkat darah yang mengelola
arsip secara baku
	
%
	
87,18
	
12,82
	97,5
	100
	0


                                   Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur 2025


· Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Pentingnya arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadikan keberadaan arsip baik dinamis pada pencipta arsip maupun arsip statis pada LKD harus diperhatikan melalui upaya-upaya nyata baik mengacu pada pedoman, standar, system pengelolaan sarana dan prasarana, pendanaan dan sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya sehingga arsip menjadi Sumber informasi manajemen dan memori kolektif bangsa. Arsip statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan masuk kategori permanen. 
Pada tahun 2020 peningkatan SDM melalui kegiatan Lomba tertib Arsip (OPD dan Desa/Kel) lomba arsip terdiri 41 yang terdiri dari pengelola arsip OPD dan Desa. untuk 2021 peningkatan pengelola kearsipan sebanyak 85 pengelola OPD dan Desa. Dan pada tahun 2022 dilakukan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari pengelola Arsip OPD desa/kelurahan. Dan dalam rangka peningkatan SDM pengelola arsip dinas perpustakaan dan kearsipan melalui bidang kearsipan melakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati tentang Klasifikasi yang pesertanya terdiri dari pengelola Arsip OPD dan Desa. Untuk Sosialisasi di desa diadakan di 11 kecamatan Se-Kab.Luwu Timur. Dan tahun 2024 untuk peningkatan SDM pengelola Kearsipan dengan mengikuti kegiatan Diklat dan Bimtek yang dilaksanakan oleh ANRI.

Tabel 2.17 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 
       Kabupaten Luwu Timur
	
No
	
Uraian
	
Satuan
	Tahun

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
1
	Peningkatan SDM Pengelola
Kearsipan
	
Keg
	
41
	
85
	40
	700
	3


 




Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur 2025
		
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan[image: ]
Kelompok sasaran layanan perpustakaan dan kearsipan dapat meliputi :
· Kelompok sasaran layanan perpustakaan dan kearsipan mencakup masyarakat umum termasuk anak-anak, remaja, dewasa dan lansia;
· Siswa dan mahasiswa, perpustakaan dapat melayani siswa dan mahasiswa dengan menyediakan koleksi buku, jurnal dan sumber daya lainnya yang relevan dengan kurikulum mereka;
· Peneliti dan Akademisi, perpustakaan dapat melayani peneliti dan akademisi dengan menyediakan akses ke sumber daya penelitian, jurnal ilmiah dan koleksi lainnya yang relevan dengan bidang penelitian mereka;
· Pekerja dan profesional, perpustakaan dapat melayani pekerja dan profesional dengan menyediakan akses ke sumber daya yang relevan dengan bidang pekerjaan mereka;
Adapun manfaat layanan perpustakaan dan kearsipan,yaitu:
· Meningkatkan pengetahuan, layanan perpustakaan dan kearsipan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
· Mendukung pendidikan, layanan perpustakaan dan kearsipan dapat mendukung pendidikan dan penelitian;
· Melestarikan warisan bidaya, layanan kearsipan dapat melestarikan warisan budaya dan sejarah masyarakat.
2.1.5 Mitra dalam Pemberian Pelayanan
[image: ]	Mitra perangkat daerah, berperan penting dalam pemberian pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Untuk urusan perpustakaan mitra dalam pemberian pelayanan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur dalam layanan transportasi darat. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka antar jemput pelajar yang akan berkunjung ke perpustakaan daerah berdasarkan jadwal kunjungan yang telah disampaikan ke sekolah-sekolah. Ini merupakan salah satu inovasi bidang perpustakaan “LaNjut Donk” dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung ke perpustakaan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 
2.2.1 Permasalahan Pelayanan
Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan ( policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.
[image: ]Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
Dari rumusan masalah yang telah diindetifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang di capai sampai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut di petakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada tabel  berikut:

[bookmark: Tabel._T-B.35]Tabel 2.18
Pemetaan Permasalahan DPK
	NO
	Masalah Pokok
	Masalah
	Akar Masalah

	1
	2
	3
	4

	1
	Rendahnya minat baca masyarakat
	1. Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai
	Kurangnya promosi perpustakaan

	
	
	
	Belum meratanya ketersediaan pelayanan perpustakaan

	
	
	
	Belum optimalnya otomasi perpustakaan

	
	
	
	Minim fasilitas perpustakaan

	
	
	2. Belum meratanya penyelenggaraan perpustakaan 
	Belum semua desa/kelurahan, SD/MI, SLTP/MTs menyelenggarakan perpustakaan

	
	
	
	Minimnya jaringan kerjasama perpustakaan

	
	
	
	Ketersediaan data perpustakaan yang belum memadai

	
	
	3. Terbatasnya SDM perpustakaan secara kuantitas dan kualitas
	Kurangnya/ tidak adanya SDM khusus pengelola perpustakaan pada perpustakaan desa/kelurahan maupun sekolah-sekolah

	
	
	
	Kurangnya peningkatan kapasitas SDM perpustakaan 

	
	
	
	Belum adanya gerakan membaca dari semua elemen masyarakat agar budaya baca benar-benar meningkat

	
	
	4. Belum optimalnya layanan ekstensi maupun otomasi perpustakaan
	Layanan perpustakaan keliling belum optimal ke seluruh wilayah

	
	
	5. Belum maksimalnya promosi minat baca, belum dapat menjangkau seluruh pelosok 
	Minimnya sarana prasarana, SDM serta kondisi Geografis sehingga banyak desa terpencil yang belum dapat dijangkau layanan perpustakaan

	2
	Rendahnya pengelolaan arsip daerah
	1. Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip
	Pembinaan dan sosialisasi kearsipan belum optimal

	
	
	
	Kapasitas pengelola arsip belum optimal

	
	
	
	Kapasitas penyelenggaraan kearsipan belum optimal

	
	
	
	[image: ]Penerapan kebijakan dan pembangunan kesadaran penyelenggaraan kearsipan belum optimal. Masih ada perangkat pemerintah memandang sebelah mata arti penting arsip

	
	
	
	Sarana prasarana pelestarian arsip yang kurang memadai

	
	
	2. Ketersediaan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip belum optimal
	




Dikaitkan dengan tupoksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, adanya permasalahan dapat diidentifikasi dan dikembalikan ke tupoksi masing-masing bidang yang ada dilingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang nantinya untuk menindaklanjuti permasalahan penyebab munculnya isu strategis dapat ditetapkan strategi, arah kebijakan dan selanjutnya akan menjadi program dan kegiatan beberapa tahun ke depan.
2.2.2	Isu Strategis
[image: ]Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Luwu Timur dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong dan penghambat sebagai hasil evaluasi terhadap RPJMN, RENSTRA  Provinsi, implementasi RTRW dan KLHS, maka ditetapkan beberapa isu strategis perpustakaan dan kearsipan periode 2025 - 2029 sebagai berikut ::
1.	Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui transformasi digital dan pendidikan literasi serta pembudayaan kegemaran membaca masyarakat melalui program-program perpustakaan yang kreatif.
2. Penguatan tata kelola arsip, peningkatan sumber daya, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi pada Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).
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Tabel 2.18 Isu Strategis DPK
	 
	
	
	
	
	
	

	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD
	PERMASALAHAN PD
	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD
	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD
	ISU STRATEGIS

	
	
	
	GLOBAL
	NASIONAL
	REGIONAL
	

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7

	Perpustakaan dapat menjadi pusat informasi tentang lingkungan, mendukung keberlanjutan, dan menciptakan ruang belajar yang ramah lingkungan. 
	· Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai
· Belum optimalnya layanan perpustakaan (mobil keliling)
· Terbatasnya SDM perpustakaan secara kuantitas dan kualitas
· Belum maksimalnya promosi minat baca, belum dapat menjangkau seluruh pelosok 
	Pendidikan dan Keterampilan untuk Masa Depan (point.4) 
	mengubah perpustakaan menjadi entitas yang secara operasional berkelanjutan (Green Library) sambil secara aktif memediasi dan mempromosikan literasi dan aksi lingkungan di komunitas global
	mendorong perpustakaan nasional dan daerah untuk bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya berkelanjutan secara fisik, tetapi juga secara programatik dalam membentuk kesadaran lingkungan masyarakat
	transformasi perpustakaan menjadi entitas yang tidak hanya menyediakan informasi tentang lingkungan, tetapi juga bertindak sebagai model nyata dan promotor keberlanjutan di tingkat regional
	Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui transformasi digital dan pendidikan literasi serta pembudayaan kegemaran membaca masyarakat melalui program-program perpustakaan yang kreatif 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kearsipan terletak pada arsip-arsip yang mencerminkan kekayaan sumber daya, sejarah, budaya, dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah yang harus dikelola dan dilestarikan oleh Lembaga Kearsipan Daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kearsipan
	
	
	perubahan iklim terhadap arsip dan jejak lingkungan dari kearsipan itu sendiri (terutama digital).
	upaya untuk beradaptasi dengan [image: ]kemajuan teknologi, tuntutan transparansi, dan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik
	[image: ]transformasi digital dan tata kelola kearsipan
	Penguatan tata kelola arsip, peningkatan sumber daya, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi pada Perangkat Daerah  dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) 














BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Tahun 2025-2029
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperje[image: ]las pencapaian sasaran yang ingin diraih.
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan “Luwu Timur Maju dan Sejahtera” sedangkan misi  yang berkenan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan mengacu pada misi, visi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut :
Misi ke-1 :	“Meningkatkan sumberdaya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing”. Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang bersinergi dengan pelaksanaan Misi ke-1 dengan Tujuan ke-1 yaitu “Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia” dengan Sasaran ke-3 yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Keluarga”.
		
Misi ke-5  :	“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif,   efisien dan bersih melalui transformasi digital” 
	Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang bersinergi dengan pelaksanaan Misi ke-5 dengan Tujuan ke-6 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif“ dengan Sasaran ke-13 yaitu “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah” dan Sasaran ke-14 yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital”.
.
Adapun penjabaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Kesesuaian Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengana Tujuan Renstra DPK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029
	[image: ]RPJMD
	RENSTRA

	Misi
	Tujuan
	Sasaran
	Tujuan

	Meningkatkan sumberdaya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M1)


Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif,   efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)

	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (T1)
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Keluarga (S3)

	Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip

	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif (T6)
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah
(S13)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital (S14)
	


Sumber : RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029
3.2 [bookmark: 3.1_Identifikasi__Permasalahan_Berdasark][bookmark: 3.3_Telaahan_Renstra_K/L_dan_Renstra_SKP][bookmark: 3.2_Telaahan_Visi,_Misi_dan_Program_Kepa]Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
			Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakanya pada tahun 2025-2029. 
			Perumusan Sasaran strategis juga adalah penjabaran terhadap misi,tujuan dan sasran RPJMD Kabupaten Luwu Timur yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan dan kearsipan.
			Adapun tujuan dan sasaran penyelenggaraan bidang urusan perpustakaan dan kearsipan dirumuskan sebagaimana pada tabel di bawah ini:



				Tabel 3.2
		Kesesuaian Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Renstra DPK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029
	RPJMD
	RENSTRA

	Misi
	Tujuan
	Sasaran
	Tujuan
	Sasaran

	Meningkatkan sumberdaya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M1)

	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (T1)
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Keluarga (S3)

	Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip
	Meningkatkan Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca Masyarakat (S1)

	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif,   efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif (T6)
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah
(S13)
	
	Meningkatkan kualitas Pengelolaan arsip statis (S2)

	
	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital (S14)
	
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah (S3)


Sumber : DPK, data diolah tahun 2025


Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam sasaran pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diuraikan sebagai berikut : 
S1 :	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan minat baca masyarakat , dengan indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan dengan target kinerja 14.000 pengunjung atau 52,21 % pada tahun 2026 menjadi 18.000 pengunjung atau 58,41 pada tahun 2030; 
S2 : 	Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip statis, dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase arsip statis yang terorganisir dengan target kinerja 17,99 pada tahun 2026 menjadi 20,78 pada tahun 2030;  
S3 :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja nilai AKIP perangkat daerah dengan target kinerja nilai 70,06 pada tahun 2026 menjadi 70,09 pada tahun 2030.

	Rumusan Tujuan, sasaran, indikator beserta target indikator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Tmur tahun 2025-2030  sebagai berikut :



[image: ]					Tabel 3.2 Rumusan tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2030
	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR
	BASELINE 2024
	TARGET TAHUN

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)
	(10)
	(11)

	- Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)
- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Keluarga (S3)
	Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip
	 
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)
	88
	88,05
	89
	89,05
	89,55
	90,05
	90,55

	 
	 
	 
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)
	76
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	 
	 
	Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca Masyarakat
	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan (%)



	0
	15,45
	17,99
	23,29
	28,29
	33,01
	33,01

	 
	 
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip statis
	Persentase Arsip Statis yang Terorganisir dengan Baik (%)
	0
	17,30
	17,99
	19,61
	20,04
	20,48
	20,78

	 
	 
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)
	58
	70,05
	70,06
	70,07
	70,08
	70,09
	70,09




[image: ][image: ]      Tabel 3.4 
Definisi dan Formulasi Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030
	Indikator Kinerja
	Definisi/Penjelasan
	Relevansi Menggambarkan Kondisi
	Formulasi
	Sumber Data

	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan
	jumlah kedatangan individu ke perpustakaan dalam periode waktu tertentu untuk memanfaatkan fasilitas dan koleksi yang tersedia. Ini adalah salah satu indikator kunci untuk mengukur minat baca dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi
	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan ditetapkan sebagai indikator kinerja utama karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian di urusan perpustakaan
	Total kunjungan masyarakat ke perpustakaan/jumlah penduduk di wilayahnya x 100%

	Bidang Perpustakaan

	Persentase arsip statis yang terorganisir dengan baik
	mengacu pada ukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip bernilai guna kesejarahan dalam suatu organisasi atau lembaga.
	Persentase arsip statis yang terorganisir dengan baik ditetapkan sebagai indikator kinerja utama karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian di urusan kearsipan
	Jumlah arsip statis terorganisir di bagi total arsip statis di kali 100%
	Bidang Kearsipan

	Nilai AKIP Perangkat Daerah
	asil penilaian system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana system ini 
merupakan integrasi dari system perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang 

selaras dengan pelaksanaan 
system akuntabilitas keuangan
	Memberikan gambaran nyata sejauh 
mana perangkat daerah menjalankan prinsip akuntabilitas kinerja serta mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Nilai AKIP bukan sekedar pelaporan administratif, tetap strategis dalam mendorong pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat secara
optimal
	Nilai AKIP hasil LHE Inspektorat
	Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Inspektorat




[image: ]
Tabel 3.5 Penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030
	Tujuan
	Penjelasan Tujuan
	Sasaran
	Penjelasan Sasaran

	Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip
	Tujuan ditetapkan berdasarkan tujuan Pemerintah Daerah yaitu
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (T1), dan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif (T6)
	Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca Masyarakat
	Sasaran strategis OPD ditetapkan karena relevan dengan sasaran RPJMD, yaitu 

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Keluarga (S3)

2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital (S14).

	
	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip statis
	

	
	
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
	











3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
			Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan Misi untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

[image: ]Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran dan strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi

	Meningkatnya literasi masyarakat dan Tata kelola arsip
	Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca Masyarakat
	1. Peningkatan pembudayaan gemar membaca


	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip statis
	1. Optimalisasi pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip perangkat daerah dan desa

	
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah



3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
			Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus di perdomani Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, diperlukan strategi dan kebijakan yang terarah dan konsisten dengan visi dan misi yang ingin dicapai. 
			Dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung pada Misi ke-1 dan Misi ke-5. Untuk itu pada tabel berikut akan menunjukkan relevansi dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran melalui strategi dan kebijakan untuk mencapai visi misi Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut : 


Tabel 3.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	Meningkatnya literasi masyarakat dan Tata kelola arsip
	Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca Masyarakat
	1. Peningkatan pembudayaan gemar membaca
	1. Digitalisasi bahan 
 bacaan
2. Kampanye sosial
3. kolaborasi dengan  
    sektor swasta
1. Pemeberdayaan 
organisasi dan perpustakaan

	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip statis
	1.   Optimalisasi pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip perangkat daerah dan desa
	1. penyedian sarana dan prasarana
2. Pelatihan dan pendampingan
3. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip
4. pengawasan dan evaluasi

	
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
	[image: ]Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah






Tabel 3.8 Tahapan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029

	Tahap I (2026)
	Tahap II (2027)
	Tahap III (2028)
	Tahap IV (2029)
	Tahap V (2030)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	· Melaksanakan pembudayaan gemar membaca di masyarakat melalui sosialisasi, perpustakaan keliling, pendidikan kemasyarakatan dan lomba-lomba bidang perpustakaan
· Melaksanakan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota melalui inovasi layanan;
· Melaksanakan pengolahan dan penyiangan koleksi etnis daerah
	· Melaksanakan pembudayaan gemar membaca di masyarakat melalui sosialisasi, perpustakaan keliling, pendidikan kemasyarakatan dan lomba-lomba bidang perpustakaan
· Melaksanakan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota melalui inovasi layanan;
· Melaksanakan pengolahan dan penyiangan koleksi etnis daerah
	· Melaksanakan pembudayaan gemar membaca di masyarakat melalui sosialisasi, perpustakaan keliling, pendidikan kemasyarakatan dan lomba-lomba bidang perpustakaan
· Melaksanakan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota melalui inovasi layanan;
· Melaksanakan pengolahan dan penyiangan koleksi etnis daerah
	· Melaksanakan pembudayaan gemar membaca di masyarakat melalui sosialisasi, perpustakaan keliling, pendidikan kemasyarakatan dan lomba-lomba bidang perpustakaan
· Melaksanakan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota melalui inovasi layanan;
· Melaksanakan pengolahan dan penyiangan koleksi etnis daerah
	· [image: ]Melaksanakan pembudayaan gemar membaca di masyarakat melalui sosialisasi, perpustakaan keliling, pendidikan kemasyarakatan dan lomba-lomba bidang perpustakaan
· Melaksanakan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota melalui inovasi layanan;
· Melaksanakan pengolahan dan penyiangan koleksi etnis daerah

	· Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis daerah;
· Melaksanakan pengelolaan arsip statis;
· Melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
· Melaksanakan pemusnahan arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun;
· Melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota;
· 
	· Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis daerah;
· Melaksanakan pengelolaan arsip statis;
· Melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
· Melaksanakan pemusnahan arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun;
· Melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota;

	· Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis daerah;
· Melaksanakan pengelolaan arsip statis; 
· Melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
· Melaksanakan pemusnahan arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun;
· Melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota;

	· [image: ]Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis daerah;
· Melaksanakan pengelolaan arsip statis;
· Melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
· Melaksanakan pemusnahan arsip [image: ]dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun;
· Melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota;

	· Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis daerah;
· Melaksanakan pengelolaan arsip statis;
· Melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
· Melaksanakan pemusnahan arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun;
· Melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota;
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[bookmark: _TOC_250002]PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

4.1     Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
[image: ]Program merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Sektor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030, perencanaan pembangunan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 1. Perencanaan strategis yaitu perencanaan pembangunan darah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah ; 2. Perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan seatiap urusan.
Adapun rencana program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Visi Pemerintah Daerah yang diturunkan berdasarkan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :
1. Program Pembinaan Perpustakaan, dengan outcome meningkatnya layanan perpustakaan sesuai NSPK. Dengan indikator program nilai tingkat kegemaran membaca dengan target kinerja 88,55 % pada tahun 2026 dan menjadi 90,55 % pada tahun 2030
2. Program Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, dengan outcome meningkatnya pelestarian budaya daerah dengan indikator program persentase budaya daerah yang dilestarikan dan didayagunakan dengan target kinerja 100 % pada tahun 2026-2030.
3. Program pengelolaan arsip, dengan outcome meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis dengan indikator program tingkat ketersedian arsip dengan target kinerja 100 % pada tahun 2026-2030.
4. Program perlindungan arsip dan penyelamatan arsip, dengan outcome Meningkatnya perlindungan arsip dan penyelamatan arsip sesuai NSPK dengan indikator program persentase cakupan perlindungan penyelamatan arsip dengan target kinerja 100 % pada tahun 2026-2030.
5. [image: ]Program perizinan penggunaan arsip dengan outcome meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan indikator kinerja persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan target kinerja 100 % pada tahun 2026-2030.
Uraian Kegiatan
1. Program Pembinaan Perpustakaan
a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah peningkatan literasi masyarakat dengan indikator kinerja persentase peningkatan pemustaka dengan target kinerja 100 % setiap tahunnya.
b. Kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Output kegiatan ini adalah meningkan minat baca masyarakat terutama anak-anak dan remaja dengan indikator kinerja persentase pembudayaan gemar membaca dengan target kinerja 100 % setiap tahunnya.
2.  Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
a. Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah peningkatan koleksi budaya daerah yang ditemukan melalui digitalisasi dengan indikator kinerja persentae budaya daerah yang ditemukan secara fisik maupun digital dengan target kinerja 100 % setiap tahunnya. 
3. Program Pengelolaan arsip
a. Kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kab/kota. Output kegiatan ini adalah peningkatan kualitas arsip dinamis daerah yang terorganisir dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah dan desa dengan target kinerja 100 % setiap tahunnya.
b. [image: ]Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah arsip statis daerah terpelihara dengan baik melalui konservasi dan restorasi yang tepat dengan indikator kinerja Persentase arsip statis yang dikelola dengan target kinerja 100 % setiap tahunnya
c. [image: ]Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah Peningkatan aksebilitas informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan dengan target kinerja 100 % setiap tahunnya.
4. Program Perlindungan dan Penyelamtan Arsip
a. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun. Output kegiatan ini adalah Meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya penyimpanan dengan indikator kinerja Persentase arsip perangkat daerah yang dimusnahkan dengan target kinerja 100 % setiap tahunnya.
5. Program perizinan penggunaan arsip
a. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini Arsip terlindungi dari penggunaan yang tidak sah dengan indikator kinerja persentase perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan target 100 % setiap tahunnya. 
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. Kegiatan perencanaan, penganggan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan output terwujudnya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu dengan target kinerja 100 % setiap tahunnya.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terselenggaranya administrasi keuangan sesuai standar. Indikator kegiatan ini adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Target yang ditetapkan yaitu 100 persen setiap tahunnya.
c. [image: ]Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output terwujudkan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada SKPD. Indikator kegiatan ini adalah persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar dengan target kinerja 100 persen setiap tahunnya.
d. [image: ]Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 100 persen setiap tahunnya.
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah dengan target 100 persen setiap tahunnya.
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output terwujudnya pengelolaan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikatorkegiatan ini adalah persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi dengan target 100 persen setiap tahunnya.
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terwujudnya pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100 persen setiap tahunnya.
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan outputterwujudnya pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah. Indikator kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik. Target yang diharapkan yaitu 100 persen setiap tahunnya.
Uraian sub Kegiatan
1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan pustaka dengan output jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan, target kinerja 400 eksamplar untuk tahun 2026 dan untuk tahun 2027-2030 target kinerja 450 eksemplar;
b. Sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dengan output jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi, dengan target kinerja 3 layanan setiap tahunnya;
c. [image: ]Sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan output jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan, dengan target kinerja 10 perpustakaan setiap tahunnya;
d. Sub kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output jumlah data dan informasi perpustakaan target kinerja 2 dokumen;
2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dengan output jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kab/kota dengan target kinerja 8 orang. 
b. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan output jumlah sarana perpustakaan yang dibangun dan dipelihara ditempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dikembangkan, untuk tahun 2026 tidak ada target dan untuk tahun 2027-2030 target kinerja 1 perpustakaan; 
c. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output jumlah duta baca /bunda baca/bunda literasi tingkat daerah kab/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya, target kinerja 3 orang;
d. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat dengan output jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat, target kinerja 1 lokus;
e. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan output jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kab/kota yang dikembangkan, target kinerja 20 perpustakaan;
3. Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. [image: ]Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara, dengan output Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, target kinerja 1 eksamplar setiap tahunnya;
b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dengan output jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan, target kinerja 1000 berkas setiap tahunnya; 
c. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota , target kinerja 40 laporan setiap tahunnya;
d. Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar tertib Arsip dengan output Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan sadar tertib arsip (lembaga), target kinerja 2 lembaga setiap tahunnya;
5.	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
a. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis dengan output jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis, untuk tahun 2026-2027 target kinerja 500 berkas  dan untuk tahun 2029-2030 target kinerja 600 berkas;
6.	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
a. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dengan output jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kab/kota, target kinerja 1 laporan setiap tahunnya;
7. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
a. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi [image: ]di Bawah 10 (sepuluh) Tahun dengan output jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, untuk tahun 2026-2027 target kinerja 1000 arsip, dan untuk tahun 2029-2030 target 1500 arsip;
8. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
a. Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan output jumlah daftar arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup, target kinerja 10 daftar setiap tahunnya;
9. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah, dengan output tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen). Target kinerja 
b. 	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan output tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen).
c. 	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan output tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (dokumen).
d. 	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan).
10. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan).
[image: ]b.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan output tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (laporan).
11. 	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 
	   a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (laporan).
12.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 
a.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket).
b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang).
13.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. 	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan outputtersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket).
[image: ]b. 	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket).
c. 	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output
			tersedianya bahan logistic kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket).
d. 	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan output tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket).
e. 	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan outputtersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan (dokumen).
f. 	Sub Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan output terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan).
g. 	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
			SKPD, dengan output terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
14. 		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit).
  b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan output tersedianya mebel. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan (unit).
  c.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output tersedianya peralatan dan mesin lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit).
[image: ]d. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit).
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. 	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan).
b. 	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan).
c. 	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output tersedianya jasa pelayanan umum kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan).
16. 	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit).
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin 
			lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit).
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan [image: ]bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit).
Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk kurun waktu 2025-2030 mencanangkan 6 (lima) program, 16 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Untuk mengetahui secara kompleks Rencana Program/Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur periode RPJMD 2025 – 2030, dapat dilihat dalam sajian tabel 4.3 berikut ini
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	     Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN
	TUJUAN
	SASARAN
	OUTCOME
	OUTPUT
	INDIKATOR
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
	KETERANGAN

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)

	[image: ] - Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Keluarga (S3)
 - Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)
	Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip
	 
	 
	 
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)
	 
	 

	 
	 
	Meningkatnya Kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Minat Baca Masyarakat
	 
	 
	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan (%)
	 
	 

	 
	 
	 
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai NSPK
	 
	Nilai tingkat kegemaran  mambaca  masyarakat (%)
	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase peningkatan pemustaka
	Jumlah  Bahan Perpustakaan yang  dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)
	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)
	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota  yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)
	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)
	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)
	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
	 

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota  yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)
	2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)
	2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah  Bahan Perpustakaan yang  dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)
	2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase pembudayaan gemar membaca
	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)
	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)
	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	 

	[image: ] 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)
	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)
	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)
	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)
	2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat  Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)
	2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)
	2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	 

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)
	2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)
	2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
	 

	 
	 
	 
	Meningkatnya pelestarian budaya daerah
	 
	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)
	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
	 

	 
	 
	 
	[image: ] 
	Persentase budaya daerah yang ditemukan secara fisik maupun digital
	Jumlah  Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)
	2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah  Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)
	2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
	 

	 
	 
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip statis
	 
	 
	Persentase Arsip Statis yang Terorganisir dengan Baik (%)
	 
	 

	 
	 
	 
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis
	 
	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)
	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah dan desa
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota  (Laporan)
	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)
	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip (Lembaga)
	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)
	2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota  (Laporan)
	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip (Lembaga)
	2.24.02.2.01.0008 - Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase arsip statis yang dikelola
	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)
	2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
	 

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)
	2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)
	2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)
	2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	Meningkatnya perlindungan arsip dan penyelamatan arsip sesuai NSPK
	 
	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)
	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase arsip perangkat daerah yang dimusnahkan
	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)
	2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)
	2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
	 

	 
	 
	 
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup
	 
	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)
	2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup
	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)
	2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)
	2.24.04.2.01.0004 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
	 

	 
	 
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
	 
	 
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)
	 
	 

	 
	 
	 
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi
	 
	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)
	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)
	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  (Dokumen)
	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)
	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  (Dokumen)
	2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
	2.23.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)
	2.23.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)
	2.23.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase realisasi anggaran
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)
	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
	2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)
	2.23.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase aset teradministrasi
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
	2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
	2.23.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	 

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)

	 
	 
	 
	 
	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)
	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)
	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	[image: ] 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)
	2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)
	2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase layanan administrasi tepat waktu
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)
	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)
	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)
	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
	2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)
	2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
	2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)
	2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)
	2.23.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
	2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)
	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)
	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)
	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)
	2.23.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)
	2.23.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)
	2.23.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
	2.23.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
	2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
	2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	 

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
	2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
	2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase barang dipelihara secara berkala
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)
	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  (Unit)
	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)
	2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  (Unit)
	2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
	2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan
  Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
      Tahun 2025-2030
Visi Renstra :	Kabupaten Luwu Timur Maju Dan Sejahtera
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	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT
	BASELINE TAHUN 2024
	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
	PERANGKAT DAERAH

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	TARGET
	PAGU
	TARGET
	PAGU
	TARGET
	PAGU
	TARGET
	PAGU
	TARGET
	PAGU
	TARGET
	PAGU
	

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	2.23 -  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
	 
	 
	 
	       5.504.739.279 
	 
	6.754.020.575
	 
	6.875.105.628
	 
	7.055.437.243
	 
	8.236.827.149
	 
	8.428.389.303
	 

	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 
	 
	
	       4.965.217.129 
	 
	6.044.960.085
	 
	6.036.820.928
	 
	6.209.152.543
	 
	7.387.542.449
	 
	7.579.104.603
	 

	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi
	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)
	98,71
	 
	       4.965.217.129 
	98,71
	6.044.960.085
	98,85
	6.036.820.928
	98,9
	6.209.152.543
	98,96
	7.387.542.449
	98,96
	7.579.104.603
	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah
	 
	 100
	            69.248.100 
	100
	128.815.410
	100
	101.201.600
	100
	141.733.450
	100
	141.733.450
	100
	141.733.450
	 

	2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	            40.660.400 
	 
	52.255.750
	 
	58.201.600
	 
	63.863.850
	 
	63.863.850
	 
	63.863.850
	 

	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  (Dokumen)
	2
	3
	            40.660.400 
	2
	52.255.750
	2
	58.201.600
	2
	63.863.850
	2
	63.863.850
	3
	63.863.850
	 

	2.23.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	 
	 
	 
	               4.350.000 
	 
	4.763.150
	 
	5.000.000
	 
	5.497.600
	 
	5.497.600
	 
	5.497.600
	 

	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
	2
	2
	               4.350.000 
	2
	4.763.150
	2
	5.000.000
	2
	5.497.600
	2
	5.497.600
	2
	5.497.600
	 

	2.23.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	 
	 
	 
	               6.574.700 
	 
	6.554.510
	 
	7.000.000
	 
	7.130.000
	 
	7.130.000
	 
	7.130.000
	 

	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)
	2
	2
	               6.574.700 
	2
	6.554.510
	2
	7.000.000
	2
	7.130.000
	2
	7.130.000
	2
	7.130.000
	 

	2.23.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	 
	 
	            17.663.000 
	 
	65.242.000
	 
	31.000.000
	 
	65.242.000
	 
	65.242.000
	 
	65.242.000
	 

	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)
	10
	10
	            17.663.000 
	10
	65.242.000
	10
	31.000.000
	10
	65.242.000
	10
	65.242.000
	10
	65.242.000
	 

	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Persentase realisasi anggaran
	 100
	100
	       3.894.506.403 
	100
	4.943.160.875
	 100
	4.869.595.876
	100 
	4.951.245.093
	100
	6.006.194.999
	100
	6.197.757.153
	 

	[image: ]2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	 
	 
	 
	       3.825.638.753 
	 
	4.857.870.875
	 
	4.839.595.876
	 
	4.853.955.093
	 
	5.908.904.999
	 
	6.100.467.153
	 

	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
	30
	48
	       3.825.638.753 
	48
	4.857.870.875
	48
	4.839.595.876
	48
	4.853.955.093
	48
	5.908.904.999
	48
	6.100.467.153
	 

	2.23.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	 
	 
	 
	            68.867.650 
	 
	85.290.000
	 
	30.000.000
	 
	97.290.000
	 
	97.290.000
	 
	97.290.000
	 

	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)
	18
	18
	            68.867.650 
	18
	85.290.000
	18
	30.000.000
	18
	97.290.000
	18
	97.290.000
	18
	97.290.000
	 

	2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Persentase aset teradministrasi
	 100
	100 
	            20.923.000 
	 100
	26.826.000
	100
	26.926.000
	100
	26.926.000
	 100
	26.926.000
	100
	26.926.000
	 

	2.23.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	 
	 
	 
	            20.923.000 
	 
	26.826.000
	 
	26.926.000
	 
	26.926.000
	 
	26.926.000
	 
	26.926.000
	 

	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
	4
	4
	            20.923.000 
	4
	26.826.000
	4
	26.926.000
	4
	26.926.000
	4
	26.926.000
	4
	26.926.000
	 

	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar
	100
	100
	            41.763.000 
	 100
	66.581.000
	 100
	132.000.000
	 100
	132.000.000
	 100
	132.000.000
	 100
	132.000.000
	 

	2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	33.800.000
	 
	33.800.000
	 
	33.800.000
	 
	33.800.000
	 

	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)
	0
	0
	 0 
	0
	0
	3
	33.800.000
	3
	33.800.000
	3
	33.800.000
	3
	33.800.000
	 

	2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	 
	 
	 
	            41.763.000 
	 
	66.581.000
	 
	98.200.000
	 
	98.200.000
	 
	98.200.000
	 
	98.200.000
	 

	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)
	11
	8
	            41.763.000 
	15
	66.581.000
	20
	98.200.000
	20
	98.200.000
	20
	98.200.000
	20
	98.200.000
	 

	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Persentase layanan administrasi tepat waktu
	100 
	 100
	206.759.200
	 100
	348.006.800
	 100
	315.458.000
	 100
	330.278.000
	100
	330.278.000
	 100
	330.278.000
	 

	2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	 
	 
	 
	            12.600.000 
	 
	9.445.000
	 
	10.000.000
	 
	20.000.000
	 
	20.000.000
	 
	20.000.000
	 

	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
	1
	1
	            12.600.000 
	1
	9.445.000
	1
	10.000.000
	1
	20.000.000
	1
	20.000.000
	1
	20.000.000
	 

	2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	 
	 
	 
	            20.000.000 
	 
	29.247.000
	 
	29.427.000
	 
	29.247.000
	 
	29.247.000
	 
	29.247.000
	 

	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)
	1
	1
	            20.000.000 
	1
	29.247.000
	1
	29.427.000
	1
	29.247.000
	1
	29.247.000
	1
	29.247.000
	 

	2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	 
	 
	 
	               9.000.000 
	 
	10.350.000
	 
	10.350.000
	 
	15.350.000
	 
	15.350.000
	 
	15.350.000
	 

	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
	1
	1
	               9.000.000 
	1
	10.350.000
	1
	10.350.000
	1
	15.350.000
	1
	15.350.000
	1
	15.350.000
	 

	2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	 
	 
	 
	               8.420.000 
	 
	9.240.000
	 
	10.860.000
	 
	10.860.000
	 
	10.860.000
	 
	10.860.000
	 

	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)
	4
	4
	               8.420.000 
	4
	9.240.000
	4
	10.860.000
	4
	10.860.000
	4
	10.860.000
	4
	10.860.000
	 

	2.23.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
	 
	 
	 
	            18.900.000 
	 
	20.950.000
	 
	34.250.000
	 
	34.250.000
	 
	34.250.000
	 
	34.250.000
	 

	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)
	4
	4
	            18.900.000 
	4
	20.950.000
	4
	34.250.000
	4
	34.250.000
	4
	34.250.000
	4
	34.250.000
	 

	2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	 
	 
	 
	          137.839.200 
	 
	268.774.800
	 
	220.571.000
	 
	220.571.000
	 
	220.571.000
	 
	220.571.000
	 

	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
	4
	4
	          137.839.200 
	4
	268.774.800
	4
	220.571.000
	 
	220.571.000
	4
	220.571.000
	4
	220.571.000
	 

	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan
	 100
	100
	          339.810.426 
	100
	88.560.000
	100
	199.359.553
	
100
	136.560.000
	100
	260.000.000
	100
	260.000.000
	 

	2.23.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	 
	 
	 
	 0 
	 
	0
	 
	60.000.000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)
	0
	0
	 0 
	0
	0
	2
	60.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	2.23.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
	 
	 
	 
	            43.140.541 
	 
	0
	 
	14.359.553
	 
	50.000.000
	 
	50.000.000
	 
	50.000.000
	 

	Tersedianya Mebel
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)
	89
	3
	            43.140.541 
	0
	0
	1
	14.359.553
	1
	50.000.000
	1
	50.000.000
	1
	50.000.000
	 

	2.23.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	 
	 
	 
	            77.540.000 
	 
	62.000.000
	 
	25.000.000
	 
	10.000.000
	 
	10.000.000
	 
	10.000.000
	 

	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)
	0
	6
	            77.540.000 
	7
	62.000.000
	5
	25.000.000
	2
	10.000.000
	2
	10.000.000
	2
	10.000.000
	 

	2.23.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	50.000.000
	 
	50.000.000
	 
	50.000.000
	 
	50.000.000
	 

	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
	0
	0
	 0 
	0
	0
	1
	50.000.000
	1
	50.000.000
	1
	50.000.000
	1
	50.000.000
	 

	2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	 
	 
	 
	          219.129.885 
	 
	26.560.000
	 
	50.000.000
	 
	26.560.000
	 
	150.000.000
	 
	150.000.000
	 

	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
	71
	26
	          219.129.885 
	23
	26.560.000
	5
	50.000.000
	5
	26.560.000
	5
	150.000.000
	5
	150.000.000
	 

	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan
	 100
	100
	          277.217.000 
	100
	335.610.000
	100
	291.159.899
	100
	363.410.000
	100
	363.410.000
	100
	363.410.000
	 

	2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	 
	 
	 
	            10.217.000 
	 
	4.410.000
	 
	3.000.000
	 
	16.410.000
	 
	16.410.000
	 
	16.410.000
	 

	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
	4
	4
	            10.217.000 
	4
	4.410.000
	4
	3.000.000
	4
	16.410.000
	4
	16.410.000
	4
	16.410.000
	 

	2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	 
	 
	 
	          174.000.000 
	 
	184.200.000
	 
	184.000.000
	 
	200.000.000
	 
	200.000.000
	 
	200.000.000
	 

	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
	4
	4
	          174.000.000 
	4
	184.200.000
	4
	184.000.000
	4
	200.000.000
	4
	200.000.000
	4
	200.000.000
	 

	2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	 
	 
	 
	            93.000.000 
	 
	147.000.000
	 
	104.159.899
	 
	147.000.000
	 
	147.000.000
	 
	147.000.000
	 

	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
	4
	4
	            93.000.000 
	4
	147.000.000
	4
	104.159.899
	4
	147.000.000
	4
	147.000.000
	4
	147.000.000
	 

	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase barang dipelihara secara berkala
	100 
	100
	114.990.000
	100
	107.400.000
	

[image: ]100
	101.120.000
	100
	127.000.000
	100
	127.000.000
	100
	127.000.000
	 

	2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	 
	 
	 
	            64.720.000 
	 
	50.400.000
	 
	61.120.000
	 
	70.000.000
	 
	70.000.000
	 
	70.000.000
	 

	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)
	7
	7
	            64.720.000 
	7
	50.400.000
	7
	61.120.000
	7
	70.000.000
	7
	70.000.000
	7
	70.000.000
	 

	2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	 
	 
	 
	            20.250.000 
	 
	27.000.000
	 
	10.000.000
	 
	27.000.000
	 
	27.000.000
	 
	27.000.000
	 

	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  (Unit)
	30
	30
	            20.250.000 
	30
	27.000.000
	30
	10.000.000
	30
	27.000.000
	30
	27.000.000
	30
	27.000.000
	 

	2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	 
	 
	 
	            30.020.000 
	 
	30.000.000
	 
	30.000.000
	 
	30.000.000
	 
	30.000.000
	 
	30.000.000
	 

	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
	2
	2
	            30.020.000 
	2
	30.000.000
	2
	30.000.000
	2
	30.000.000
	2
	30.000.000
	2
	30.000.000
	 

	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	 
	 
	 
	          539.522.150 
	 
	689.061.700
	 
	808.284.700
	 
	816.284.700
	 
	819.284.700
	 
	819.284.700
	 

	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai NSPK
	Nilai tingkat kegemaran  mambaca  masyarakat (%)
	71,35
	 
	          539.522.150 
	74
	689.061.700
	74,05
	808.284.700
	75
	816.284.700
	76
	819.284.700
	76,05
	819.284.700
	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase peningkatan pemustaka
	 100
	100
	          325.315.150 
	100
	409.636.700
	100
	414.086.700
	100
	422.086.700
	100
	425.086.700
	100
	425.086.700
	 

	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
	 
	 
	 
	            25.595.800 
	 
	72.824.000
	 
	72.824.000
	 
	80.824.000
	 
	80.824.000
	 
	80.824.000
	 

	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)
	10
	10
	            25.595.800 
	10
	72.824.000
	10
	72.824.000
	10
	80.824.000
	10
	80.824.000
	10
	80.824.000
	 

	2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	 
	 
	 
	          163.806.350 
	 
	238.422.700
	 
	238.422.700
	 
	238.422.700
	 
	238.422.700
	 
	238.422.700
	 

	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi
	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota  yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)
	3
	3
	          163.806.350 
	3
	238.422.700
	3
	238.422.700
	3
	238.422.700
	3
	238.422.700
	3
	238.422.700
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	            12.442.250 
	 
	22.301.000
	 
	22.301.000
	 
	22.301.000
	 
	25.301.000
	 
	25.301.000
	 

	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)
	2
	2
	            12.442.250 
	2
	22.301.000
	2
	22.301.000
	2
	22.301.000
	2
	25.301.000
	2
	25.301.000
	 

	2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
	 
	 
	 
	          123.470.750 
	 
	76.089.000
	 
	80.539.000
	 
	80.539.000
	 
	80.539.000
	 
	80.539.000
	 

	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan  Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota  untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan
	Jumlah  Bahan Perpustakaan yang  dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)
	599
	400
	          123.470.750 
	400
	76.089.000
	450
	80.539.000
	450
	80.539.000
	450
	80.539.000
	450
	80.539.000
	 

	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase pembudayaan gemar membaca
	100 
	100
	214.207.000
	100
	279.425.000
	100
	394.198.000
	100
	394.198.000
	100
	394.198.000
	100
	394.198.000
	 

	2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat  Daerah Kabupaten/Kota
	 
	 
	 
	            19.770.000 
	 
	20.940.000
	 
	25.000.000
	 
	25.000.000
	 
	25.000.000
	 
	25.000.000
	 

	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)
	0
	3
	            19.770.000 
	3
	20.940.000
	3
	25.000.000
	3
	25.000.000
	3
	25.000.000
	3
	25.000.000
	 

	2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
	 
	 
	 
	            43.679.000 
	 
	109.198.000
	 
	109.198.000
	 
	109.198.000
	 
	109.198.000
	 
	109.198.000
	 

	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota
	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)
	20
	20
	            43.679.000 
	20
	109.198.000
	20
	109.198.000
	20
	109.198.000
	20
	109.198.000
	20
	109.198.000
	 

	2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	 
	 
	 
	 0 
	 
	0
	 
	100.000.000
	 
	100.000.000
	 
	100.000.000
	 
	100.000.000
	 

	[image: ]Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)
	0
	0
	 0 
	0
	0
	1
	100.000.000
	1
	100.000.000
	1
	100.000.000
	1
	100.000.000
	 

	2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
	 
	 
	 
	          104.876.000 
	 
	91.239.000
	 
	95.000.000
	 
	95.000.000
	 
	95.000.000
	 
	95.000.000
	 

	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)
	8
	36
	          104.876.000 
	8
	91.239.000
	8
	95.000.000
	8
	95.000.000
	8
	95.000.000
	8
	95.000.000
	 

	2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
	 
	 
	 
	            45.882.000 
	 
	58.048.000
	 
	65.000.000
	 
	65.000.000
	 
	65.000.000
	 
	65.000.000
	 

	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)
	1
	1
	            45.882.000 
	1
	58.048.000
	1
	65.000.000
	1
	65.000.000
	1
	65.000.000
	1
	65.000.000
	 

	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
	 
	 
	 
	
 
	 
	19.998.790
	 
	30.000.000
	 
	30.000.000
	 
	30.000.000
	 
	30.000.000
	 

	Meningkatnya pelestarian budaya daerah
	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)
	0
	 
	 0 
	100
	19.998.790
	100
	30.000.000
	100
	30.000.000
	100
	30.000.000
	100
	30.000.000
	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	 Persentase budaya daerah yang ditemukan secara fisik maupun digital
	 
	 
	 0 
	100 
	19.998.790
	100
	30.000.000
	100
	30.000.000
	100
	30.000.000
	100
	30.000.000
	 

	2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
	 
	 
	 
	 0 
	 
	19.998.790
	 
	30.000.000
	 
	30.000.000
	 
	30.000.000
	 
	30.000.000
	 

	Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
	Jumlah  Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)
	0
	0
	 0 
	1
	19.998.790
	1
	30.000.000
	1
	30.000.000
	1
	30.000.000
	1
	30.000.000
	 

	2.24 -  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	 
	 
	 
	          202.066.200 
	 
	361.359.550
	 
	418.159.000
	 
	420.159.000
	 
	425.659.000
	 
	425.659.000
	 

	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	 
	 100
	 100
	    173.167.150 
	100
	342.342.800
	100
	370.218.000
	 100
	370.218.000
	100 
	375.218.000
	100
	375.218.000
	 

	[image: ]Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis
	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)
	100
	 100
	          173.167.150 
	100
	342.342.800
	100
	370.218.000
	100
	370.218.000
	100
	375.218.000
	100
	375.218.000
	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah dan desa
	100
	100
	65.112.200
	100
	136.321.000
	

      100
	141.082.000
	100
	141.082.000
	100
	141.082.000
	100
	141.082.000
	 

	2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
	 
	
	
	            40.171.800 
	
	55.239.000
	
	60.000.000
	
	60.000.000
	
	60.000.000
	
	60.000.000
	 

	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)
	6.500
	1000
	            40.171.800 
	1.000
	55.239.000
	1.000
	60.000.000
	1.000
	60.000.000
	1.000
	60.000.000
	1.000
	60.000.000
	 

	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
	 
	 
	 
	            24.940.400 
	 
	65.362.000
	 
	65.362.000
	 
	65.362.000
	 
	65.362.000
	 
	65.362.000
	 

	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota  (Laporan)
	48
	40
	            24.940.400 
	40
	65.362.000
	40
	65.362.000
	40
	65.362.000
	40
	65.362.000
	40
	65.362.000
	 

	2.24.02.2.01.0008 - Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip
	 
	 
	 
	 0 
	 
	15.720.000
	 
	15.720.000
	 
	15.720.000
	 
	15.720.000
	 
	15.720.000
	 

	Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip
	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip (Lembaga)
	0
	0
	 0 
	2
	15.720.000
	2
	15.720.000
	2
	15.720.000
	 
	15.720.000
	2
	15.720.000
	 

	2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase arsip statis yang dikelola
	 100
	100
	            12.145.750 
	100
	19.986.300
	100
	20.000.000
	100
	20.000.000
	100
	25.000.000
	100
	25.000.000
	 

	2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
	 
	 
	 
	            12.145.750 
	 
	19.986.300
	 
	20.000.000
	 
	20.000.000
	 
	25.000.000
	 
	25.000.000
	 

	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)
	1.500
	500
	12.145.750
	500
	19.986.300
	500
	20.000.000
	500
	20.000.000
	600
	25.000.000
	600
	25.000.000
	

	2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
	Persentase pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan
	100
	100
	95.909.200
	100
	186.035.500
	100
	209.136.000
	100
	209.136.000
	100
	209.136.000
	100
	209.136.000
	

	[image: ]2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
	 
	
	
	95.909.200
	
	186.035.500
	
	209.136.000
	
	209.136.000
	
	209.136.000
	
	209.136.000
	

	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)
	2
	2
	95.909.200
	1
	


186.035.500
	1
	209.136.000
	1
	209.136.000
	1
	209.136.000
	1
	209.136.000
	 

	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
	 
	100
	100
	24.611.450
	100
	12.927.750
	100
	37.941.000
	100
	37.941.000
	100
	37.941.000
	100
	37.941.000
	 

	Meningkatnya perlindungan arsip dan penyelamatan arsip sesuai NSPK
	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)
	100
	100
	24.611.450
	100
	12.927.750
	100
	37.941.000
	100
	37.941.000
	100
	37.941.000
	100
	37.941.000
	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
	Persentase arsip perangkat daerah yang dimusnahkan
	100
	100
	24.611.450
	100
	12.927.750
	100
	37.941.000
	100
	37.941.000
	100
	37.941.000
	100
	37.941.000
	 

	2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
	 
	
	
	24.611.450
	
	12.927.750
	
	37.941.000
	
	37.941.000
	
	37.941.000
	
	37.941.000
	 

	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)
	2.500
	1000
	24.611.450
	1.000
	12.927.750
	1.000
	37.941.000
	1.000
	37.941.000
	1.500
	37.941.000
	1.500
	37.941.000
	 

	2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
	 
	25
	25
	4.287.600
	100
	6.089.000
	100
	10.000.000
	100
	12.000.000
	100
	12.500.000
	100
	12.500.000
	 

	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup
	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)
	25
	25
	4.287.600
	100
	6.089.000
	100
	10.000.000
	100
	12.000.000
	100
	12.500.000
	100
	12.500.000
	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
	Persentase perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup
	 25
	25
	     4.287.600 
	100
	6.089.000
	100 
	10.000.000
	100
	12.000.000
	100
	12.500.000
	100 
	12.500.000
	 

	2.24.04.2.01.0004 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
	 
	 
	 
	               4.287.600 
	 
	6.089.000
	 
	10.000.000
	 
	12.000.000
	 
	12.500.000
	 
	12.500.000
	 

	Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)
	14
	10
	               4.287.600 
	10
	6.089.000
	10
	10.000.000
	10
	12.000.000
	10
	12.500.000
	10
	12.500.000
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	Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

	Pembangunan Daerah

	

	
	
	
	
	

	NO
	PROGRAM PRIORITAS
	OUTCOME
	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
	KETERANGAN

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)

	1.
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai NSPK
	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	

	
	
	
	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
	

	
	
	
	2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	

	
	
	
	2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
	

	
	
	
	2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
	

	
	
	
	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	

	
	
	
	2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat  Daerah Kabupaten/Kota
	

	
	
	
	2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
	

	
	
	
	2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	

	
	
	
	2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
	

	
	
	
	2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
	

	2.
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis
	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	

	
	
	
	2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
	

	
	
	
	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
	

	
	
	
	2.24.02.2.01.0008 - Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip
	

	
	
	
	2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
	

	
	
	
	2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
	

	
	
	
	2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
	

	
	
	
	2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
	


















































































































4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Rencana Strategis) adalah hasil kerja yang dapat diukur dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai tanggung jawab dan kewenangan [image: ]dalam jangka waktu tertentu. Renstra memuat tujuan, sasaran, dan program pembangunan, yang disusun sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. 
[image: ]Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka program dan kegiatan didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan serta mengefektifkan kinerja DPK Kabupaten Luwu Timur, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya meningkatkan literasi masyrakat dan tata kelola arsip yang sesuai standar.
Antara Renstra DPK dengan dokumen RPJMD Tahun 2025 - 2029 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja DPK harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan DPK serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2025 - 2030, seperti yang termuat pada tabel berikut

[bookmark: _GoBack]Tabel. 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2030
	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	BASELINE TAHUN 2024
	TARGET TAHUN
	KETERANGAN

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)
	(10)
	(11)

	1.
	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan
	%
	0
	15,45
	17,99
	23,29
	28,29
	33,01
	34,81
	Total kunjungan/jumlah penduduk di wilayahnya*100%

	2.
	Persentase Arsip Statis yang Terorganisir dengan Baik
	%
	0
	17,3
	17,99
	19,61
	20,04
	20,48
	20,78
	   Jumlah arsip statis terorganisir/total arsip statis *100%

	3.
	Nilai AKIP Perangkat Daerah
	Nilai
	58
	70,05
	70,06
	70,07
	70,08
	70,09
	70,09
	LHE Inspektorat




Tabel. 4.6 Indikator Kinerja Kunci 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2030

	NO
	INDIKATOR
	STATUS
	SATUAN
	BASELINE TAHUN 2024
	TARGET TAHUN

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)
	(10)
	(11)

	1.
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
	positif
	Nilai
	88
	88,05
	89
	89,05
	89,55
	90,05
	90,55

	3.
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
	positif
	Nilai
	71,35
	73
	74
	74,05
	75
	76
	76,05

	4.
	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	positif
	%
	100
	100
	100
	[image: ]100
	100
	100
	100

	6.
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
	positif
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



                       







BAB V 
PENUTUP
[image: ]
5.1 Kesimpulan
Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat dan tatakelola kearsipan di Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan ketentuan paradigma baru.
Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DPK yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang perpustakaan dan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2025 – 2029.
5.2 Kaidah Pelaksanaan
Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 harus mengikuti kaidah-kaidah yang teratur dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya, seperti RPJMN dan RPJPD serta RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Untuk memastikan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) hingga Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum.
[image: ]2. Renstra harus mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang sedang berjalan dan RPJMD. Hal ini memastikan bahwa Renstra selaras dengan arah pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan RPJPN dan RPJMN serta RPJMN.
3. Renstra harus disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing SKPD. Ini berarti Renstra DPK harus mencerminkan fokus dan tanggung jawab SKPD dalam melaksanakan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
4. Penyusunan Renstra harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
5. Penyusunan Renstra harus mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi lokal, dan kearifan lokal. Ini berarti Renstra harus mencerminkan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat, serta memanfaatkan potensi dan kekayaan lokal untuk mencapai tujuan Pembangunan.
6. Renstra harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, serta untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Renstra.
5.3 	Pengendalian Evaluasi
Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan. Dan untuk mengetahui sejauhmana capaian dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka Kepala Daerah bersama Bapperida wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tersebut.
[image: ]Oleh karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan ke ada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan dan Persentase Arsip Statis yang Terorganisir dengan Baik Walaupun Renstra ini telah memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini diucapkan penghargaan yang setinggi – tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahNya untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas.

     Malili,       September 2025
	Plt. Kepala Dinas,




	Drs. ASKAR, M.Si
	Pembina Utama Muda
	Nip.196810271990091 003
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Open	2022	2023	2024	0.05	0.1	0.15	High	2022	2023	2024	54	86.37	88	




Target Ketersediaan arsip	2021	2022	2023	2024	2.9	3	3.2	Realisasi	2021	2022	2023	2024	13.92	75.459999999999994	100	Target keberadaan arsip	2021	2022	2023	2024	16.2	17.5	18	Realisasi2	2021	2022	2023	2024	29.54	13.92	100	



Persentase peningkatan kunjungan pemustaka memanfaatkan perpustakaan	2021	2022	2023	2024	2.65	5.04	7.24	3.86	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	2021	2022	2023	2024	50.2	35.72	77.849999999999994	56.67	
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